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PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

{Peraturan Gubernur Provinsi- Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 60 Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Namor
135 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pelaksa-
naan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melajui
Gerakan Pemberdayaan dan Keséjahteraan Kelu-
arga;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ger-
akan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
saat ini, maka Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyem-
purnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ger-
akan Pemberdayaan dan Késejahteraan Keluarga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nemor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana _telah beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri |
Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelu-
arga;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

B. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 ten-
tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Dzerah sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

9. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberday-

" aan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pen-
duduk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ME-
LALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESE-
JAHTERAAN KELUARGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
. Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perang-
kat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemer-
intahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Pravinsi Daerah
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10.
11.
12.
13.

14,

15.

16.

| 17.

18.

Khusus Ibukota Jakarta selaku Pembina Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat
SKPD.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk yang selanjutnya dising-
kat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlind-
ungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya |

disingkat Sudin PPAPP adalah Suku Dinas Pem-
berdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar-
ta di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
Kepala DPPAPP adalah Kepala Dinas Pemberday-
aan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pen-
duduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kepala Sudin PPAPP adalah Kepala Suku Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengen-
dalian Penduduk di Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi.

Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta..
Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Ad-
ministrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja-
karta.

Walikota adalah Walikota Kota Admlnlstra5| di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus !bu-
kota Jakarta.

Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dise-
but Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta.

Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ke-
luarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK
adalah gerakan nasional dalam pembangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pen-
gelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat
menuju terwujudnya keluarga yang berlman dan
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bera-
khlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,
maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gen-
der serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahter-
aan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK
adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengen-
dali dan penggerak pada masing-masing tingkat
pemerintahan  untuk terlaksananya program
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang
merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lain-
nya.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat
yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan
anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan
anaknya.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiri-
tual dan fisik material yang layak, bertagwa ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan
yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota
dan antar keluarga dengan masyarakat dan ling-
kungan.

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ke-
luarga yang selanjutnya disebut Program PKK
adalah 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang
merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar
untuk terwujudnya PKK.

Anggaran Pendapatan dan 13elanja Daerah yang
selanjutnya disingkat - APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Khusus bukota Jakarta. *

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran APBD.

Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut
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Poktan adalah kelompok- -kelompok yang berada
di bawah TP PKK Kelurahan, dlbentuk berdasar-
kan kewilayahan atau kegiatan.

Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang
terdiri atas 10-20 (sepuluh sampai dua puluh)
rumah, diketuai oleh salah seorang yang dipilih
di antara mereka, merupakan kelompok potensial
terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.
Walidata Sistem: Informasi Manajemen PKK Kelu-
rahan adalah Sekretaris Kelurahan vang ditetap-
kan dengan Keputusan Lurah dan bertanggung
jawab dalam proses pengumpulan dan pengin-
putan data 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ke
dalam Sistem Informasi Manajemen PKK yang be-
rasal dari hasil pendataan Kader Kelompok Dasa
Wisma, Kelompok PKK RT dan PKK RW serta Tim

29.

30.

Penggerak PKK Kelurahan sampai dengan Tim |

Penggerak PKK Provinsi.

BAB It
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 i
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai
dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui Gerakan PKK di Daerah.

Pasal 3
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ma-
syarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan kesejahteraan
menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan ber-
tagwa kepada, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia
dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hu-

kum dan lingkungan di Daerah.

BAB II!
KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 4
Gubernur melalui Kepala DPPAPP menyelengga-
rakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan
PKK tingkat Provinsi.
Walikota./Bupati melalui Kepala Sudin PPAPP
menyeler garakan pemberdayaan masyarakat

{n

(2)

{3)

(4)

(1)

[ {2)

| 13)

(4)

(1)

(2

{3)

melalui G rakan PKK tingkat Kota Administrasi/ |

T Feropopow

Kabupaten Administrasi.

Camat menyelenggarakan pemberdayaan ma-
syarakat melalui Gerakan PKK tingkat Keca-
matan.

Lurah menyelenggarakan pemberdayaan ma-
syarakat melalui Gerakan PKK tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 5
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat me-
lalui Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh)
program pokok PKK.
10 {sepuluh} program pokok Gerakan PKK seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
penghayatan dan pengamalan Pancasila;
gotong royong;
sandang;
pangan;
perumahan dan tata laksana rumah tangga;
pendidikan dan keterampilan,
kesehatan;
pengembangan kehidupan berkoperasi;
kelestarian lingkungan hidup; dan
j- perencanaan sehat.
Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Ger-
akan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dllaksanakan sesuai kond|3| dan prioritas kebutu-
han’ masyarakat
Selain program pokok Gerakan PKK sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), Gerakan PKK dapat
melaksanakan program yang ditugaskan oleh
Gubernur yang berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan per-
lindungan anak serta keluarga berencana.

Paragraf 1
TP PKK Tingkat Provinsi
Pasal 6

Gubernur dalam menyelenggarakan pemberday- |
aan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk !
TP PKK tingkat Provinsi.
Jumiah keanggotaan TP PKK tingkat Provinsi se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1) disesuaikan
dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.
Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Provinsi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai
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sud dalam Pasal 6 menyelenggarakan tugas dan fung- |
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dengan ketentuan peraturan ‘perundang-undan-
gan.

Pasal 7
TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimak-

si sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran
hasil Rakernas PKK dan Rakerda sesuai dengan
10 {sepuluh) Program Pokok PKK;
menginformasikan, mengkomunikasikan dan
mengkonsultasikan Rencana Kerié TP PKK
Provinsi kepada Gubernur melalui DPPAPP;
melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan
bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan
balik ke Kota Administrasi atau Kabupaten Ad-
ministrasi dalam pelaksanaan program;
melaksanakan pengelalaan keuangan yang ber-
sumber dari APBD secara tertib administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelo- |

laan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
menerima, mengolah dan mengirimkan laporan
kepada Ketua Pembina TP PKK Provinsi dan Ket-
ua Umum TP PKK Provinsi dengan tanggapan/
umpan balik kepada TP PKK Kota Adminis-trasi/
Kabupaten Administrasi; dan

mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari
instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lem-
baga donor dari dalam maupun luar negeri, Lem-
baga Swadaya Masyarakat (LSM}, dunia usaha,
swasta, dengan prinsip kemitraan, kesejajaran
dan/atau kesetaraan serta saling menguntung-
kan.

Paragraf 2

TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 8

(1) Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan pem-

berdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK
membentuk TP PKK tingkat Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.

{2} Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Kota Ad—

ministrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ke-

butuhan pelaksanaan program PKK.

(3) Struktur keanggotaan TP PKK tir gkat Kota Ad-

ministrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Pasal 9
TP PKK tingkat Kota Administrasi/Kabupaten

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
menyelenggarakan tugas dan fungsi :

a.

{1)

menyusun rencana kerja sebagai penjabaran ha-
sil Rakernas PKK dan Rakerda sesuai dengan 10
(sepuluh) Program Pokok PKK;
menginformasikan, mengkomunikasikan dan
mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Wa-
likota/Bupati melalui Sudin PPAPP;

memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan
dalam pelaksanaan program-program PKK kepada
TP PKK Kecamatan;

melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan
bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan
balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksa-
naan pragram;

melaksanakan pengelolaan keuangan yang ber-
sumber dari APBD secara tertib administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu
pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
menerima, mengolah dan mengirimkan Lapo-
ran Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua
Pembina TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi dan Ketua TP PKK Provinsi;
mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Ang-
gota Pembina TP PKK Kota Administrasi/Kabu-
paten Administrasi; dan

mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari
instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lem-
baga donor dari dalam dan luar negeri, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, den-
gan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau Kes-
etaraan serta saling menguntungkan.

Paragraf 3
TP PKK Kecamatan
Pasal 10
Camat dalam menyelenggarakan pemberdayaan
masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP
PKK tingkat Kecamatan.
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(2) Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Kecamatan |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

(3) Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

TP PKK tingkat Kecamatan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 10 memiliki tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rak-
erda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi:

b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan
mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Ke-
camatan kepada Camat untuk diteruskan kepada
Walikota/Bupati melalui Sudin PPAPP;

c. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan
bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan
balik kepada TP PKK Kelurahan:

d. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja den-
gan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia
dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/ atau
kesetaraan serta saling menguntungkan;

€. menyusun dan mengirimkan laporan kepada Ket-
ua Pembina TP PKK setempat dan Ketua TP PKK
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

f. melaksanakan pengelolaan keuangan yang ber-

sumber dari APBD secara tertib administrasi _
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |

undangan; dan
g. memberikan bimbingan dan pembunaan kepada
TP PKK Kelurahan.

Paragraf 4
TP PKK Kelurahan
Pasal 12
(1) Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan
masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP
PKK tingkat Kelurahan.

(2} Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan |

dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

(3) Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

__PENGUMUMAN / PERATURAN psmsmmm

iRitistasisaiig mu
TP PKK tingkat Kelurahan sebagarmana di-

maksud dalam Pasal 12 memiliki tugas dan fungm

a. menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan, ses-
uai dengan hasil Rakerda Kota Administrasi/Ka-
bupaten Administrasi:

b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan |
mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kelu-
rahan melalui Lurah kepada Camat untuk diterus-
kan kepada Walikota/Bupati melalui Sudin PPAPP;

c. ' melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang dis-
epakati;,

d. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelom-
pok PKK RW, RT dan Kelompok Dasa Wisma agar
dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah
disusun dan disepakati:

| e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan :

potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai den-
gan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada kel-
uarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbin-
gan dan motivasi, dalam upaya mencapai kelu-
arga sejahtera; :

g- mengadakan pembinaan dan bimbingan menge- f
nai pelaksanaan program kerja;

h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program in-
stansi yang berkaitan dengan kesejahteraan kelu-
arga di Kelurahan;

i.  membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua
Pembina TP PKK Kelurahan dan TP PKK Keca- |
matan; dan E

. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Ang-
gota Pembina TP PKK Kelurahan.

Pasal 14

(1) Apabila Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan
Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai
istri, maka Ketua TP PKK di wilayah ditunjuk oleh
pejabat yang bersangkutan.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk TP PKK Provinsi dan TP PKK Kota Admin-
istrasi/Kabupaten Administrasi dengan menguta-
makan Istri Wakil Gubernur dan Istri Wakil Wa-
likota/Wakil Bupati sebagai Ketua.

Pasal 15
(1) Dalam rangka mempercepat pemberdayaan ma-
syarakat melalui Gerakan PKK, Lurah memben- |
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tuk kelompok PKK RW, RT dan Kelompok Dasa
Wisma.

(2) Pembentukan kelompok PKK RW, RT dan Kelom-
pok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16
TP PKX Provinsi, TP PKK Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, TP PKK Kecamatan, TP PKK
Kelurahan dan kelompok PKK RW, RT dan Kelompok
Dasa Wisma bertanggung jawab dalam pelaksanaan
10 (sepuluh} Program Pokok PKK. '

Pasal 17
{1} Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 10 {sepu-
luh) Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, dibentuk Kelompok Kerja yang ter-
diri atas :

a. Kelompok Kerja | dengan tugas dan fungsi
mengelola Program Penghayatan dan Penga-
malan Pancasila dan Program Gotong Royong;

b. Kelompok Kerja Il dengan tugas dan fung-
si mengelola Program Pendidikan dan Ket-
erampilan dan Pengembangan Kehidupan
Berkoperasi;

c. Kelompok Kerja Il dengan tugas dan fungsi
mengelola program Sandang, Pangan, Pe-
rumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
dan

d. Kelompok Kerja IV dengan tugas dan fungsi
mengelola Program Kesehatan, Kelestarian
Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Pasal 18
(1) Pelaksanaan 10 (sepuluh} Program Pokok PKK di-
implementasikan melalui Poktan unggulan.
(2) Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-
diri atas :

a. Poktan Pusat Informasi dan Konsultasi Keluar-
ga untuk implementasi program Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Roy-
ong; _

b. Poktan Bina Keluarga Balita-Pendidikan Anak

Usia Dini (BKB-PAUD}, Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga (UP2K) dan PKK Gross
Mart untuk implementasi Program Pendidikan
dan Keterampilan serta Pengembangan Ke-
hidupan Berkoperasi;

c. Poktan Hatinya PKK untuk implementasi Pro-
gram Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata
Laksana Rumah Tangga; dan

d. Poktan Posyandu untuk implementasi Pro-
gram Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hid-
up dan Perencanaan Sehat.

Pasal 19
(1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberday-
aan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk
Tim Pembina TP PKK Provinsi DKI Jakarta, yang
keanggotaannya terdiri atas SKPD yang memiliki
program terkait dengan 10 {sepuluh) Program Po-
kok PKK.

(2) Walikota/Bupati/Camat/Lurah dalam menyeleng-

garakan pemberdayaan masyarakat melalui Ger-
akan PKK membentuk Tim Pembina TP PKK Kota/
Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan, yang keang-
gotaannya terdiri atas UKPD yang memiliki pro-
gram terkait dengan 10 (sepuluh} Program Pokok
PKK.

(3) Tim Pembina TP PKK Provinsi/Kota/Kabupaten/
Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi un-
tuk memfasilitasi Gerakan PKK sesuai tugas dan
fungsi masing-masing SKPD/UKPD.

(4) Susunan keanggotaan Tim Pembina TP PKK
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini,

(6) Susunan keanggotaan Tim Pembina TP PKK
Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan  ditetap-
kan dengan Keputusan Walikota/Bupati/Camat/
Lurah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20
Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberday-
aan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat
bekerja sama dalam membentuk kemitraan sosial dan
non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya,
lembaga internasional dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kerja dan Koordinasi
Pasal 21
{1) Rencana Kerja 5 (lima) Tahun TP PKK disusun
sebagai pedoman pelaksanaan 10 {sepuluh) Pro-
gram Pokok PKK dengan program prioritasnya
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mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD}.

{2) Rencana Kerja Tahunan TP PKK disusun sebagai
pedoman pelaksanaan 10 (sepuluh} Program Po-
kok PKK dengan program prioritasnya mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(3) Dalam ran.gka sinkronisasi kegiatan pemberday-
aan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala |
DPPAPP melaksanakan koordinasi perencénaan,
penganggaran dan pelaksanaan dengan Sudin
PPAPP Kecamatan dan Kelurahan.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan dalam bentuk :

a. rapat kerja penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA); [
b. rapat koordinasi penganggaran kegiatan;

“c. rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
d. laporan.
BAB IV
HONORARIUM, KEUANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 22

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan |
dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK diberikan hono-
rarium bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 23

{1) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, harus memenuhi ketentuan seb-
agai berikut :

a. diberikan kepada pengurus TP PKK.Provinsi,
pengurus TP PKK Kota Administrasi/Kabupat-
en Administrasi, pengurus TP PKK Kecamatan
dan pengurus TP PKK Kelurahan:

b. honorarium bulanan diberikan sebanyak 12
(dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan; dan

c. tidak dapat diberikan kepada pengurus yang
memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja pada lingkup Pemerintah Provinsi Dae-
rah Khusus lbukota Jakarta.

(2} Sebagai kelengkapan administrasi dan pertang-
gungjawaban pengelolaan keuangan mengenai
pernberian honorarium secara bulanan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1}, harus melampirkan :

a. fotokopi. Keputusan Gubernur/Keputusan
Walikota/Keputusan Bupati tentang Keang-
gotaan TP PKK pada tiap tingkatan wilayah;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memuat

Nomor Induk Kependudukan (NIK):

d. daftar hadir; dan

e. Iaporén kegiatan per pelaksanaan kegiatan
{time sheet).

2

Pasal 24
Satuan biaya honorarium pengurus TP PKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur,

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25
Moanitoring dan evaluasi pelaksanaan Program
PKK dilaksanakan sebagai berikut :
a. monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan
Program PKK dilaksanakan oleh Biro Kesos; dan
b. monitoring dan evaluasi perencanaan, pengangg-
aran dan pelaksanaan Program PKK dilaksanakan
oleh unsur DPPAPP, Sudin PPAPP/Camat/Lurah.

Pasal 26
Monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana
"dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu} tahun atau sesuai kebutuhan.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Biro Kesos dapat mengikutsertakan unsur SKPD
/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kom-
peten sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. '
Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2) dialokasikan dalam DPA Biro Kesos.

(1)

(2)

(3)

Pasal 27
Monitoring dan evaluasi perencanaan, pengang-
garan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan secara
berkala dan konsisten serta berkesinambungan.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala DP-

(1

(2)
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(1)

PAPP/Kepala Sudin PPAPP/Camat/Lurah dapat
mengikutsertakan unsur PKK/SKPD/UKPD terkait
dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
dialokasikan dalam DPA DPPAPP/Sudin PPAPP/
Kecamatan/Kelurahan.

BAB VI
PENYEBARAN INFORMASI, DATA
BASIS DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penyebaran Informasi
Pasal 28
Penyebaran informasi kegiatan PKK Provinsi DKI
Jakarta dipublikasikan melalui website.
Dalam melaksanakan penyebaran informasi ke-
giatan PKK Provinsi DKI Jakarta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh TP PKK
Provinsi DKI Jakarta bersama unsur DPPAPP dan
SKPD terkait.
Anggaran pelaksanaan penyebaran informasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat {2)
dialokasikan dalam DPA DPPAPP.

Bagian Kedua

Data Basis

Pasal 29
Dalam rangka pengumpulan data PKK di Daerah
dilaksanakan pendataan Kelompok Dasa Wisma
secara periodik.
Pendataan Kelompok Dasa Wisma sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kader
Kelompok Dasa Wisma per kelompok.
Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melakukan pendataan dan pengin-
putan data berbasis aplikasi online.
Data hasil pendataan Kelompok Dasa Wisma se-
bagaimana dimaksud pada ayat {2) direkapitu-
lasi secara berjenjang mulai dari Pengurus PKK
RT sampai dengan PKK RW untuk selanjutnya
diserahkan kepada Walidata Sistem Informasi
Manajemen PKK Kelurahan.

Pasal 30
Walidata Sistem Informasi Manajemen PKK Ke-
lurahan melakukan pengolahan dan analisa data

PERATURAN PEMERINTAH & = o |

keluarga pada Sistem Informasi Manajemen (SIM)
PKK.

(2) Hasil Pendataan Kelompok Dasa Wisma diarsip-
kan secara berjenjang dari Walidata Sistem In-
formasi Manajemen PKK Kelurahan sampai den-
gan Walidata Sistem Informasi Manajemen PKK
Provinsi.

(3) Data hasil Pendataan Kelompok Dasa Wisma
dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun
rencana kerja, evaluasi dan rencana tindak lan-
jut peng'embangan' kegiatan Gerakan PKK serta
bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
melalui SKPD/UKPD.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 31
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksa-
naan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Ger-
akan PKK dilaksanakan sebagai berikut :

a. Ketua TP PKK Provinsi melaporkan kepada Guber-
nur dan Kepala DPPAPP tembusan Ketua Umum
TP PKK;

b. Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi melaporkan kepada Ketua TP PKK
Provinsi dan Walikota/Bupati tembusan Sudin
PPAPP;

c. Ketua TP PKK Kecamatan melaporkan kepada
Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Ad-
ministrasi dan Camat; dan ‘

d. Ketua TP PKK Kelurahan melaporkan kepada Ket-
ua TP PKK Kecamatan dan Lurah.

Pasal 32
Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat me-
lalui Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kepala DPPAPP untuk kegiatan yang dilaksanakan
oleh TP PKK Provinsi;

b. Kepala Sudin PPAPP untukkegiatan yang dilak-
sanakan oleh TP PKK Kota Administrasi/Kabupat-
en Administrasi;

c. Camat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP
PKK Kecamatan; dan

d. Lurah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP
PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT dan Kelompok
Dasa Wisma.
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BAB VI Ditetapkan di Jakarta
KETENTUAN PENUTUP pada tanggal 12 Mei 2017
Pasal 33 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber- IBUKOTA JAKARTA,
laku, Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2016 ttd.
tentang Pelaksanaan Kegiatan Pernberdayaan Ma- DJAROT SAIFUL HIDAYAT
| syarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kes-
ejahteraan Keluarga, dicabut.dan dinyatakan tidak : Diundangkan di Jakarta
berlaku. ‘ Pada tanggal 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS |
Pasal 34 ' IBUKOTA JAKARTA, !
Peraturan Gubernur ini mulai berlaky pada ttd.
tanggal diundangkan. SAEFULLAH |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- -
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan BERITA DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS -
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah IBUKOTA JAKARTA |
Khusus Ibukota Jakarta. TAHUN 2017 NOMOR 75005 |

LAMPIRAN:

SUSUNAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ketua + Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua | :  Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua || ¢ Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua Il i Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua IV : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DK Jakarta
Sekretaris ¢ Kepala Dinas Pemberdayaan, Periindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta |
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Ja-
karta '
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DK |
Jakarta

7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DK| Jakarta

B. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DK
Jakarta

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta »

10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DK! Jakarta
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11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta
' 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
| 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI
| Jakarta
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Ja-

karta
18. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
. : 19. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI
Jakarta

21. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DK Jakarta
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
| 26, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
| 28. Kepala Biro Tata |5emerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Ja-
. karta
31. Kepala Biro'Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI
Jakarta
32. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI
Jakarta
35. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DK! Jakarta
36. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
37. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City

! Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
' IBUKOTA JAKARTA,
ttd
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

{ BN }
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